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BUPATI TAITA TIDUNG

PERATURA}.I BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR:2TLHUN2OL4

TETTTAIIG

PEIYE?APAIiI JUBITAH KEBU?UHA}T DAIE
PUPUK BERSUBSIDI UITTUK SEKTOR

HARGA ECERAIiI TERTUSGGI
PER?ANIAH TAIIT'N 2AI4

Menimbang : a.

Mengingat : L.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANA TIDUNG,

batrwa Peranan Pupuk sangat penting da-lam

peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas

Pertanian dalam rangka mewujudkan Keta}'anan

Pangan Nasional, oleh karena itu perlu penetapan

jumtah kebutuhan dan Harga &ceran Tertinggi {HET}

Pupuk untuk Sektor Pertanian, PerkebutlarL, Peternakan

dan Perikanan Tahun 2AH;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Tidung;

Undang-Undang Nomor 6 tahun L967 Tentang

Ketentuan-Ketentual Pokok Peternakan dan Kesehatan

Hewan (Lembaran Negara ReBublik Indonesia ?ahun

7967 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara republik

indonesia Nomor 282a1;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun t992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indsnesia Nsmsr 3478l;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

b_

2.

2



+.

5.

Indonesia Tahun 1999 Nomor 4Z,Tar*b*an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 38211;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OA4 tentang

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OA4 Nomor 65, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aal\;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang

Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor L25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 44371

sebagaimana telah diubah bebearapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor t2 Tah:.;.rr 2008 tentang

Perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2AA4 Tentang Pemerintah Daerah {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia a$aal;

Undang-Undang Nomcr 34 Tahun 2OA7 tentang

Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi

Kalimantan Timur {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OAT Nomor 1OO, tentang Lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47541;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor t2 Tahun

2OLI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Afi Nomor 82, Tarnabahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2AOS tentang

Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam

Pengawasan {Lembasan Negara Tahun 2005 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara a737J;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2OO7 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara a737J;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOt Tentang

Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOL Nomor L4, Tarrtbahan Lembaran

6.

7.

B.

q.

10.



Negara Republik iadonesia Nomsr aA79|;

11. Peratural Menteri Perdagangan Nomor :

27 /MIDAG /?er l6 /2008 tentang Peogadaan dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2A11

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13- Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

122 /Pe*nentanlSR .LsO / tL /2073 tentang Kebutuhan

dan Harga Eceran Tertinggi (HETi Pupuk Bersubsidi

untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2AI4;

L4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 63a IMPP 19 /2OO2 tentang Ketentuan dan

Tatacara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang

beredar di Pasar;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nornor :

OS|P/TP.26O||/2OO3 tentang Syarat dan Tata Cara

Pendaftaran Pupuk An-Organik;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor :

237 / Kpts / oT.ZLo / 4 / 2oa3 tentang Pedoman

Pengawasan Per:gadaan, Peredaran dan Penggunaan

An-Organik;

17. Keputusan Menteri

01/Kpts/SR. 130/ 1 /2006
Pemupukan N, P dan

Lokasi;

18. Keputusan Menteri

O2 / Pert / HK.j6A / 2 / 2oao

Pembenahan Tanah;

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor :

O3/MDAG /PER/212AA6 tentang Pengadaan dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

junto Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomcr : 47 / MD&G / PE.P./ Ll / 2AA7 :

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor :

456/KWS/OT. rcA/7 /2AA6 Pembentukan Kelompok

Kerja Khusus Pengkqiian Kebijakan Pupuk dalam

mendukung Ketahanan Pangan;

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor :

Pertalial Nomor :

tentang Rekomendasi

K pada Padi Sawah Spesifik

Pertanian Nomor :

tentang Pupuk Organik dan



456IKWS/OT. L6A/7 /2006 tentang Pembentukan Tim

Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik indonesia

Nomor : 2L /MDAG /PE.R/ 6 / 2AO8 tentang Pengadaan

dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor

Pertanian:

23, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 634/MPP19l2OO9 tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pengawasan Barang dar. atau Jasa yafig Beredar

di Pasar;

24. Peraturan Gubernur KaJimantan Timur Nomor 76

Tahun 2OL3 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran

Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertani.al

Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAIIT

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2AH.

BAB I

KETEI{TUAI5 UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;

2. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;

4. Kepila Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pertanian

dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung;

5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam

penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau

tidak langsung;

6. Pupuk Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, Iisika

dan biologi dan merupakan hasil industri pabrik pembuat pupuk;

7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya

terdiri d:xi tanaman dan hewan -yang telah melalui proses rekayasa,



8.

dapat membentuk padat a-tau eair yang digunakan untuk mensuplai

bahan organik memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi bahan;

Pemupukan berimbang adaJah pembedan pupuk bagi tanaaaan

sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk

mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan;

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya

ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi {HET} yang ditetapkan

di tingkat Pengecer Resmi atau Kelompok Tani;

Sektor pertanian adalah sektor yafig berkaitan dengan budidaya

tanaman parrgan, Hortikultura, Perkebunan, Hijaual Makan Ternak

dan Budidaya Ikan atau Udang;

Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yarLg

mengusah akan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk Budidaya

Tanaman Pangan dan atau Tanaman Hortikultura yang dalam

kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan

peraturan perundangan;

Perkelrunan adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang

melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai

skala tertentu;

Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau

bukan, untuk Budidaya Tanaman Hijauan Makanan Terrrak, yang

dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai

dengan p er atur an peru ndangan ;

14. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara

Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan,

untuk budidaya ikan atau udang;

Produsen adaiah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, NPK,

ZA dan atau SP 36 di dalam Negeri;

Distributor pupuk adalah bahan usaha yang sah dan dituajuk oleh

produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan,

penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partat besar

untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui

RDKK di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya;

Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk

oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi

secara lansung kepada konsumen akhir (petani/kelompok tani)

melalui RDKK diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya;

Kelompok Tani adatah kumpulan Petani yang mempunyai kesamaan

kepentingan dalam memanfaatkan sumberd.aya pertanian untuk

9.

10.

11.

L2.

13.

15.

L6"

17.

18.



(1)

(2i

(3)

bekerja saftta meningkatkan Produktivitas Usalta Tani secara

bersama pada satu hamparan atau kawasan, Yffig dikukuhkan oleh

Bupati atau Pejabat yarLg ditunjuk;

19. Kornisi Pengawasan Fupuk dan Pestisida ( KPP I adalah wadah

koordinasi instansi terkatt dalam pengawasan pupuk dan pestisida

yang dibentuk oleh BuPati

20. RDKK adalah Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok.

BAB II

PERUI{?UKKAH PUPUK BERSUBSIDI

Pasal2

Pupuk bersubsidi diperuntukka-n bagi Petani, Pekebun, Peternak dar'

Pembudidaya ikan atant udang.

Pekebun sebagairner;ta dimaksurJ pada ayat i1), yaiiu perkeburian

yangmengelola lahan sampai dengal seluas 2 {dua} hektar-

Pupuk bersutrsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak

diperuntukkan bagi perusahaan tanaman Parrgan, Hortikultura,

Perkeb u nan, Peter nakan atant peru sahaan perikanan bu didaya.

BAB III

KEBUTUHAN

Pasal 3

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai anjural pemupukan

berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan

mempertintbangkarr alokasi afiEf:ararl Subrsirji Pupuk Tahun 2Ai3-

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

dirinci jenis dan jumlah kebutuhan, sebagaimana tercantum pada

lampiran yang merupakal bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan ini.

Kebutuhan pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat l2l

dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, ienis, jumlah dal setraral

bulan yang ditetapkan sebagaimana terlampir.

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat {31,

diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya ikan atau

udang berdasakan Reecana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani

{RDKK} yang disetujui oleh Petugas Teknis, Pen1ruluh atau Kepala

Cabang Dinas (KCD) setemPat.

{1',r

{21

(3)

{4}



(5) RDKK sebagaimana yang di maksud pada ayat {4} disusun atas dasar

rencana kebutuhan Fupuk Bersubsidi oleh Kelompok Tani sesuai

rekomendasi pemupukan berimbang spesi{ik -lokasi untuk tararnart

pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan

dibeli oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya ikan dan latau

udang.

Pasal 4

Apabila Ci suatu r,','iiayah terjadi kekurangan Pupuk BersubsiCi

sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud pada

pasai 3 ayat (2) d,apai dipenuhi melalui reiokasi aniar wiiayah.

Relokasi antar kecamatan arfiar wilayah Kabupaten ditempatkan

lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi lKepala Dinas

Pertanian dan Perkebunan setempat'

BAB IV

HAR'GA ECERA!{ TERTII{GGI tHETl PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat {ll,
peraturan ini terdiri atas pupuk an organik ( Urea, Zh, SP-36, NPK )

dan puBuk organik.

Pengadaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana pada ayat (1), dilakukan

oieh Brodusen,

Pasal 5

(1) Pupuk bersubsidi sebagairnana dimaksud dalan pasal 5 a3'at i1),

harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan

tidak mudah hiianglterhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah

Barang Dalam Pengawasan

t7j Khusus Pengadaan dan Penyalural Pupuk Urea bersubsidi berwarna

pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orcw ge.

/11
\4,

{21

{1}

{21

(11

lzl

Pasal 7

pengecer resmi harus menjua-l Pupuk Bersubsidi sesuai

Tertinggi {HET}

Harga Ecei-an Tertinggi {HET} pupuk bersubsidi

Harga Eceran

sebagaimana



dimaksud pada a-rrat (1), ditetapkan sebagai berikut :

t3)

a. trupuk Urea

b. PlupukZL

c. Pupuk SP-36

d. Pupuk NPK

e. Pupuk Organik

a. Pupuk Urea

b. Pupuk ZA

c. Pupuk SP-36

d. Pupuk NPK

e. Pupuk Organik

= Rp. 1.800,- per kg

= RP. L.4AA,- Per kg

= RP. 2.000,- per kg

= Rp. 23OA,- per kg

= Rp. 500,- per kg

=50k9
=50kg
=5Okg
= 50 kg atau 20 kg

= 50 kS atau 2O kg

Harga Eceran Tertinggi {HET) pupuk bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat {21, berlaku untuk pembelian oleh Kelompok

Tani atau petani, pekebun, peternak, petambak secara tunai rlalam

kemasan sebagai berikut :

Pasal 8

Pr"odusen sebagaimana Cimaksud pada pasal 5 ayat {21 peraturan ini,

distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk

bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya

Ikan dan Udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3

ayat {2}.

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdangan tentang

pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

BAB V

PEIISGAIITAS DA}I PELAPORAIY

Pasal 1O

Prod,usen berkew4iiban melakukan monitcring dan pengalvasan terhadap

penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah

tanggungjawabnya.

Pasal 11

( 1 i Komisi Pengawasan Pupuk dL Kabupaten Tana Tidung wajib

melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran,



penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

( 2 ) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan

Tenaga Bantu Pengendalian Organisme Penggalggu Tumbuhan,

Pengamat Hama dan Penyakit (POPI-PHPi'

Pasal L2

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib

menyampaikan laporan hasil pe mantauan dal ppngawasan pupuk

bersubsidi di wilayah keqanyakepada Bupati'

BAB vI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal. 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarrg mengetahuinya, memerintahkan menggun akan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tana Tidung.

: Tana Tidung

:13 Januari 2074

TIDUNG

Diundangkan
Pada tanggal;

di Tana Tidung
15 Januari 2Ol4

M. YT'SUF BADRUN
i

Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014 Nomor.

Ditetapkan/i

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG



!+
F{

SI
A

tJr

F

U)

,-.1
O -i F.- C\

O
F.{

o
U) !-.{

#jd r-l q F-l

{Jrh

a
bI

r-.{
I

cq"

O
H

o

-e
z
<*
a1

t]
rl

z
'ii
:)
t-

m
rn

-
-l I

ct r+

H
rl

t:
-i I

\ !-l

(j Fi

I

u)1
q-r 

i

r-'l

)r i
!-4

o

li
d
=

O O
UJ

.oo
G.

Fi F{

ta O
?..i

i
r{

i

Z
r.l:

(-
F-.\

HF
tst+r

-FJ
€1

.I r+
I ro !-i

l-')
D.
*)
I}

z
z (J

t{

(-
f,

I

!{ s
;:<i
tu

dE
CS
OIgi

oz -{ sr

€t
d

+,
il
u€.il
P
*.
o
*
g
+,v
(,

ira

d

ttt

t
?4
qJ
Gi
A
ts

F

IJ
\ q

t-t
$
\

o

aa
a ro^

C+
\
C

#

\J
sl
L\

F{ Lo-

at
Lo-

O

i

^t

'{

f
F{

\
O

L--
J

cD^i

-l
7

oF
{-
a1

*]

lJ-.I

A

I

p
F,-.)
f,i

"l
!-{

r{

OI
\
O

-{ L\

al F{ CI
U'

() t\
L\

.o
I

ot

{i
E

o{ Fi (f)

\o!
ol

I

ii
d

=

.o^

CI
C\
Fl

O \o"
c)

H

ri

C{

rl

F-l GI

i

r^1

'f

L

CI :-l
cI
c)

z
F*r-r

3
kln
HF
ts

rl
z
-)

6
*I

ai
v
!-t

+\
f? f--

i-)
F.
J
D.
4

Z (J
tr

\L'

I

+r st\i 0.

d
d
b{
$r

Z r-+ SI rj- ro

f
cto
-ldOJ
rlO.--N E
d4 t-.i )
(1 p!
-( -l-i LU

i,r'!i ol -r

m
d

$i
)d!9rlq

i:;b0
F.Od..2 ?

H
o
zz
Etr
qi;:
F.F
r+4A2#9
EFDArrt f-l
&4Fi<E*
r/ )JT4
e t\)

tuz,4
4zE45f{
-E- u
P ta!4*
lfi ,t
M i.lrLA

4tt> 1,4

<Huu
=-E
JEt

nE
ei
t<.i
6
d
HH)!u
J

tr
i.

h0
I
:s
&
H
TE

*(!
l{
d
t-,

o
{J
J((,
tt.,t

'Fl

vt



+
?..

o{
a
H
tl{

F

L-l

sl r-{

o I

flt #

r{

O
I

!-{

a

€
l,

ri
(J

Ft F4

i e

qJ
O

#

)
b,

O
-

H

O

r>i

-lvtFI:t
=i<t
LI

<tJl
ml
zl
<l
,!i3ltl
L'lpt
E
t/
;q

r--.t r:{ H

O

g

-1
F-{ r-+

o

()
(J ,)

ti+ i O

ii

z O

u
g

I -l

C4

6(

-
r1 C

Z
'-Fl{

F
F.\*

a9
-Ftra -*
-lap
i

e\i
I

F.

O"

z
z (J

tr
c+

I

tl{
U) ,{

Ll4
a1

H
d

bt
$i

-
oi at

H
g
d
F'l{
dt
+,
or
i{
o
+rv
tt

.Et

vl

t
-iO
st
z
H
r+{

F

o
s

t
ft
,..J

C,I

\
G

sf,
I

O OI

li
-Vo

ro_

O
CO f.- t{

(J

r.i

ht
<r O

C{ rt)
r-

ti

o

=
al

J

14.,1

A4
A

\
tr.,l

+ LI

-
u)
(J

C/)^

O
t\ #

r-t

l{p
O ;' q

IJ

ti

z "D"O
q
O

r-i

O

l+{

rn
O

F-

O
F{

d
-

CO

o
H

L

il+

F

Er-
I

lJ

z
E
-

+
fC

I Fi
r-.i

u
tr

H

z
z q)

L

\-
I

& i---i
tu
4

L.-l

d;,
h{
li

oz 3i C4 \f,

Eia
x')

_a:v
l.

t{(,
tt

l{
o
+,v
(,

vt



tk

U)
e

g
z
h
o
t-l

-J-
r-1
O
N
zp
f
4
F
z
t.
z
z

D
Lr-l

Z.

'T,
DF
D
co
tr.]

z
'Tr

t-

ca
tJ.]

+

e
r-)

0r

0-

z bttr
C

l{
(U

d

k
o
tu
l.{
o
+J,{
oa
s
VI


